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Jenis Pajak : Bea Cukai
Tahun Pajak 1 2012
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan

klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas impor Yarn and PVC Laminated (24
Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (d) disebutkan, bahwa dalam hal tarif yang
berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk ACFTA, berlaku
adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum, sehingga untuk pos 1 s.d.
16 dan pos 19 s.d. 22 yang diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3921.12.00.00,
dikenakan Pembebanan Bea Masuk sebesar 15%;

Menurut Pemohon  : bahwa melihat contoh barang, Pemohon Banding berpendapat tekstil tidak
semata-mata digunakan untuk keperluan penguatan dan dalam surat nomor:
S-235/SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tidak secara tegas menyatakan tekstil itu untuk
penguatan, maka Pemohon Banding tetap berpendapat lebih tepat pada HS 59.03;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1548/KPU.01/2013 tanggal 20
Maret 2013, barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 502629 tanggal 12
Desember 2012 sebagai "Yarn & PVC Laminated dalam berbagai ukuran dan
warna" (pos 1 s.d. 16 dan pos 19 s.d. 22) diidentifikasikan sebagai lembaran plastik
seluler dari jenis polyvinilchloride diperkuat/dikombinasi dengan tekstil dari jenis
polyester sehingga diklasifikasikan pada pos tarif 3921.12.00.00 dengan
pembebanan tarif bea masuk 15%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dengan alasan Catatan 2 Bab
59 menyebutkan, Pos 59.03 berlaku untuk kain tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan
plastik, berapapun berat per meter persegi dan apapun sifat dari bahan plastiknya (padat atau selular) selain
angka (5) pelat, lembaran atau strip dari plastik seluler, dikombinasikari dengan kain tekstil, yang keberadaan
kain tekstilnya semata-mata untuk keperluan penguatan (Bab 39) dan melihat contoh barang, Pemohon
Banding berpendapat tekstil tidak semata-mata digunakan untuk keperluan penguatan, sehingga
Pemohon Banding tetap berpendapat lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 5903.10.00.00 dengan
pembebanan tarif bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA);

bahwa sesuai pemberitahuan pada PIB dan uraian pada Invoice dan Packing List, barang yang
dipermasalahkan adalah Yarn and PVC Laminated berbagai macam jenis dan ukuran;

bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-1340/
SHPIB/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi
Barang, dalam surat dimaksud disimpulkan bahwa contoh uji merupakan lembaran plastik seluler
dari jenis polyvinylchloride diperkuat/dikombinasi dengan tekstil dari jenis polyester;

bahwa berdasarkan data dan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan
dan contoh barang yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang disetujui oleh Terbanding, jenis
barang adalah tekstil yang bagian bawah terbuat dari plastik dan bagian atas terbuat dari tekstil.
Ciri-ciri tekstil antara lain adalah benang-benang dapat ditarik atau dilepas sehingga dapat dilihat
tenunan lungsing dan pakannya;

bahwa berdasarkan contoh barang, fungsi utama adalah tekstiinya sedangkan plastik hanya
sebagai pelapis/penguat di bagian bawah, sehingga jenis barang diidentifikasikan sebagai tekstil
yang salah satu sisinya dilapisi dengan plastik yang berfungsi sebagai penguat;

bahwa berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) 1
dinyatakan bahwa “judul bagian, bab dan subbab hanya dimaksudkan untuk mempermudah
referensi saja, untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam
pos dan berbagai catatan bagian atau bab yang berkaitan”;
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P ba n barang Yarn and PVC Laminated dalam berbagai ukuran
__) da%rna poswg}ﬂwﬁgws d. 22) pada pos tarif 3921.12.00.00 yang berdasarkan BTKI
© 2012 meliputi “pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik seluler dari jenis polimer vinil
klorida”;

bahwa berdasarkan Catatan 2 (p) Bab 39, disebutkan bahwa bab ini tidak meliputi barang dari
Bagian XI (tekstil dan barang tekstil);

bahwa barang impor Yarn and PVC Laminated dalam berbagai ukuran dan warna (pos 1 s.d. 16
dan pos 19 s.d. 22) merupakan tekstil yang salah satu sisinya dilapisi dengan plastik, fungsi utama
dari barang impor adalah tekstil sedangkan lapisan plastik hanya sebagai penguat, sehingga
menurut pendapat Majelis tidak dapat diklasifikasikan pada pos tarif 3921.12.00.00;

bahwa Pemohon Banding mengklasifikasikan barang Yarn and PVC Laminated dalam berbagai
ukuran dan warna (pos 1 s.d. 16 dan pos 19 s.d. 22) pada pos tarif 5903.10.00.00 yang
berdasarkan BTKI 2012 meliputi “kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan
plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02, dengan poli(vinil klorida)”;

bahwa bedasarkan Catatan 2 (a) Bab 59, disebutkan bahwa pos 59.03 berlaku untuk kain tekstil
diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, berapapun berat per meter persegi dan apapun sifat
dari bahan plastiknya (padat/seluler), selain:

1) Kain yang peresap, pelapis atau penutupnya tidak dapat dilihat dengan mata
telanjang (biasanya Bab 50 sampai dengan 55, 58 atau 60); Untuk keperluan
ketentuan ini, tidak memperhitungkan berbagai perubahan warna yang dihasilkan;

2) Produk yang tidak dapat dibengkokkan secara manual mengelilingi silinder dengan
diameter 7 mm, pada suhu antara 15° C dan 30° C (biasanya Bab 39), tanpa
mengalami keretakan;

3) Produk yang kain tekstilnya tertanam seluruhnya dalam bahan plastik atau seluruh
sisinya dilapisi atau ditutupi bahan tersebut, asalkan pelapis atau penutupnya dapat
dilihat dengan mata telanjang dengan tidak memperhitungkan berbagai perubahan
warna yang dihasilkan (Bab 39);

4) Kain yang sebagian dilapisi atau yang sebagian ditutupi dengan plastik dan
mempunyai corak sebagai hasil dari pengolahan ini (biasanya Bab 50 sampai 55, 58
atau 60);

5) Pelat, lembaran atau strip dari plastik seluler, dikombinasikan dengan kain tekstil,
yang keberadaan kain tekstilnya semata-mata untuk keperluan penguatan (Bab 39);
atau

6) Produk tekstil dari pos 58.11;

bahwa mengingat Yarn and PVC Laminated dalam berbagai ukuran dan warna (pos 1 s.d. 16 dan
pos 19 s.d. 22) diidentifikasikan tekstil yang salah satu sisinya dilapisi dengan plastik yang
berfungsi sebagai penguat, menurut Majelis barang impor lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif
5903.10.00.00;

bahwa importasi Pemohon Banding menggunakan fasilitas preferensi tarif dalam rangka skema AC-
FTA dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tentang tanggal 10
Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area
(ACFTA), barang dengan pos tarif 5903.10.00.00 dikenakan tarif preferensi dalam rangka skema
AC-FTA sebesar 0%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan
Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, barang impor berupa
Yarn and PVC Laminated dalam berbagai ukuran dan warna (pos 1 s.d. 16 dan pos 19 s.d. 22)
yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 502629 tanggal 12 Desember 2012 diklasifikasikan pada pos
tarif 5903.10.00.00, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap
klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan
seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas impor tersebut dikenakan tarif
bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA);
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Y j PENDAPAT, YANG BEBBEDA, (PISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa terhadap pendapat mayoritas Hakim Majelis IXB Pengadilan Pajak
dalam pokok sengketa, Saya Hakim Anggota Majelis IXB Pengadilan Pajak Usman Pasaribu,S.Sos.
menyampaikan pendapat berbeda mengenai pemeriksaan materi sengketa banding sengketa
Pajak, sebagai berikut :

bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1548/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013, barang
yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 502629 tanggal 12 Desember 2012 sebagai Yarn & PVC
Laminated dalam berbagai ukuran dan warna (pos 1 s.d. 16 dan pos 19 s.d. 22) diidentifikasikan
sebagai lembaran plastik seluler dari jenis Polyvinilchloride diperkuat/dikombinasi dengan tekstil
dari jenis polyester sehingga diklasifikasikan pada pos tarif 3921.12.00.00 dengan pembebanan tarif bea
masuk 15%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dengan alasan Catatan 2 Bab
59 menyebutkan, Pos 59.03 berlaku untuk kain tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
dengan plastik, berapapun berat per meter persegi dan apapun sifat dari bahan plastiknya (padat atau
selular) selain angka (5) pelat, lembaran atau strip dari plastik seluler, dikombinasikan dengan kain
tekstil, yang keberadaan kain tekstilnya semata-mata untuk keperluan penguatan (Bab 39) dan melihat
contoh barang, Pemohon Banding berpendapat tekstil tidak semata-mata digunakan untuk
keperluan penguatan, sehingga Pemohon Banding tetap berpendapat lebih tepat diklasifikasikan
pada pos tarif 5903.10.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data dan penjelasan Terbanding maupun Pemohon
Banding, dilakukan identifikasi barang dan penetapan klasifikasi barang sebagai berikut :

Identifikasi Barang:

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PIB Nomor: 502629 tanggal 12 Desember
2012, Invoice/Packing List Nomor: GF011212 tanggal 28 November 3012, Bill of Lading Nomor:
0242225185 tanggal 01 Desember 2012, dan Form E No. E124401800160002 tanggal 04
Desember 2012, kedapatan barang yang diimpor adalah Yarn and PVC Laminated,

bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengujian dan Indetifikasi Barang Jakarta Nomor: S-1340/
SHPIB/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi
Barang, menguraikan hasil pengujian dan identifikasi sebagai berikut :

Contoh uji 1 : Dari hasil spectrum FTIR, Microscope dan Ordinary Laboratorium Apparatus
memperlihatkan bahwa contoh uji memiliki kandungan polyvinylchloride (75,65%) pada bagian
plastik dan polyester (24,35%) pada bagian tekstil. Uji selularitas terhadap contoh uji positif seluler.
Contoh uji memiliki substansi sebesar 354 gr/m2. Contoh uji diidentifikasi sebagai lembaran plastik
seluler dari jenis polyvinyichloride diperkuat/dikombinasi dengan tekstil dari jenis polyester.

Contoh uji 2 : Dari hasil spectrum FTIR, Microscope dan Ordinary Laboratorium Apparatus
memperlihatkan bahwa contoh uji memiliki kandungan polyvinylchloride (89,85%) pada bagian
plastik dan polyester (10,15%) pada bagian tekstil. Uji selularitas terhadap contoh uji positif seluler.
Contoh uji memiliki substansi sebesar 354 gr/m2. Contoh uji diidentifikasi sebagai lembaran plastik
seluler dari jenis polyvinyichloride diperkuat/dikombinasi dengan tekstil dari jenis polyester.

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang a quo disimpulkan bahwa contoh uji
merupakan lembaran plastik seluler dari jenis polyvinylchloride diperkuat/dikombinasi dengan tekstil
dari jenis polyester;

bahwa dengan membandingkan komposisi kandungan unsur polyvinylchloride (89,85%) dengan
polyester (10,15%) berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, Saya berpendapat bahwa
karakter utama dari barang komposisi tersebut adalah polyvinylchloride sedangkan unsur polyester
adalah sebagai pelapis untuk menguatkan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang dan
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap contoh barang yang diajukan oleh Pemohon Banding
dalam persidangan, Saya mengidentifikasi barang yang diberitahukan sebagai Yarn and PVC
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. /, La ﬂﬁﬁéﬁqﬂl&ﬂkg}?{&ﬂﬁ qu@n plastik seluler dari jenis polyvinylchloride (PVC) yang
' dilapisi dengan tekstil dari jenis poyester,

Klasifikasi Pos Tarif:

bahwa untuk mengklasifikasikan suatu barang pertama-tama harus memperhatikan KUMHS nomor
1 yang menyatakan : "Judul Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah
referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang
terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan
catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain”;

bahwa berdasarkan butir 3 (a) KUMHS disebutkan bahwa pos yang memberikan uraian paling
spesifik harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum;

bahwa bedasarkan Catatan 2 huruf (a) angka (5) Bab 59, disebutkan bahwa pos 59.03 berlaku
untuk kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, berapapun berat per meter persegi
dan apapun sifat dari bahan plastiknya (padat/seluler), selain pelat, lembaran atau strip dari plastik
seluler, dikombinasikan dengan kain tekstil, yang keberadaan kain tekstilnya semata-mata
untuk keperluan penguatan (Bab 39);

bahwa berdasarkan BTKI 2012, Pos 59.03 menyebutkan: Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau
dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02;

bahwa berdasarkan BTKI 2012, Pos 59.02 menyebutkan: Kain untuk ban dari benang nilon atau
poliamida lainnya, polyester atau rayon viscose berkekuatan tinggi;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Kain polyester diresapi,
dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik tidak dapat diklasisifikasikan ke dalam Pos 59.03;

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to The Harmonized System, Heading 39.21 menyatakan:
This heading covers plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, other than those of heading 39.18,
39.19 or 39.20 or of Chapter 54. It therefore covers only cellular products or those which have
been reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials;

bahwa berdasarkan BTKI 2012 dan berdasarkan identifikasi barang dan sesuai Catatan 2 huruf (a)
angka (5) Bab 59 tersebut di atas, Saya berpendapat bahwa Yarn and PVC Laminated (pos 1 s.d.
16 dan pos 19 s.d. 22) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 502629 tanggal 12 Desember 2012
diklasifikasikan ke dalam Pos tarif 3921.12.00.00;

bahwa importasi Pemohon Banding menggunakan fasilitas preferensi tarif dalam rangka skema AC-
FTA dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tentang tanggal 10
Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area
(ACFTA), barang dengan Pos tarif 3921.12.00.00 dikenakan tarif preferensi dalam rangka skema
AC-FTA sebesar 15%;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam
persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Saya berpendapat bahwa barang impor
berupa Yarn and PVC Laminated (pos 1 s.d. 16 dan pos 19 s.d. 22) yang diberitahukan dalam PIB
Nomor: 502629 tanggal 12 Desember 2012 diklasifikasikan ke dalam Pos tarif 3921.12.00.00
dengan pembebanan tarif bea masuk 15%, oleh karenanya Saya berkesimpulan untuk
mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkait;

Memutuskan . Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding
terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1548/
KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap
SPTNP Nomor: SPTNP-025089/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Desember
2012, atas nama: XXX, dan menetapkan atas impor Yarn and PVC Laminated (pos 1
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) s.d. 22) sesuai PIB Nomor: 502629 tanggal 12 Desember 2012
puwsan'mahkarﬁfgr}as ﬂka@ pa%a pos tarif 5903.10.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk
10% bebas 100% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor
yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 November 2013
berdasarkan suara terbanyak Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis
dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni
2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan
Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
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